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	Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Legal Section of the Regional Secretariat in the Regional Legislation Program in Bintuni Regency and to identify the factors that hinder its implementation. This study employs a normative-empirical method using primary and secondary data analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that the role of the Legal Section of the Bintuni Regency Regional Secretariat in the Regional Legislation Program has been implemented properly through the facilitation and coordination of draft legal products to ensure their conformity with higher-level laws and regulations and regional needs. The Legal Section also plays a role in coordinating the formulation of regulations, reviewing and evaluating legal products, preparing materials for Regional Regulation drafts, and supporting the publication and documentation of legal products. However, its implementation has not been fully optimal due to limited human resources, particularly in the Legislation Subdivision, the absence of structured and continuous training, inadequate support for Functional Positions of Legislative Drafting Officials, the high cost of functional-position education, and weaknesses in regulatory implementation coordination. Therefore, strengthening human resources, continuously improving professional competence, developing legislative drafting personnel, providing adequate financial support, and strengthening coordination are necessary to improve the effectiveness of the Regional Legislation Program in Bintuni Regency and to produce quality regional legal products.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni dalam Program Legislasi Daerah telah berjalan dengan baik melalui fungsi fasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah. Bagian Hukum juga berperan dalam mengoordinasikan perumusan peraturan, melakukan telaahan dan evaluasi produk hukum, menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah, serta mendukung publikasi dan dokumentasi produk hukum. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada Subbagian Perundang-Undangan, belum tersedianya pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan, belum optimalnya dukungan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, tingginya biaya pendidikan jabatan fungsional, serta lemahnya koordinasi dalam implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, dukungan pembiayaan, dan peningkatan koordinasi agar pelaksanaan Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
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PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi tersebut, keberadaan produk hukum daerah menjadi sangat penting karena berbagai kebijakan dan program pemerintahan daerah membutuhkan landasan hukum yang jelas. Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pengaturan kehidupan masyarakat di daerah. 
Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan melalui proses legislasi yang terencana, terpadu, dan sistematis. Program Legislasi Daerah (Prolegda) menjadi instrumen perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah yang memuat prioritas rancangan peraturan yang akan dibentuk dalam periode tertentu. Prolegda memiliki fungsi penting karena menjadi pedoman sekaligus pengendali bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Keberadaan Prolegda diperlukan agar pembentukan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara sporadis, tetapi berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan arah pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang baik, proses pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lebih terarah dan memungkinkan adanya sinergi antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan produk hukum daerah. Prolegda juga menjadi sarana pengendalian agar produk hukum daerah tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Kualitas Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kualitas proses pembentukannya. Setiap produk hukum daerah harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memenuhi aspek kewenangan, keadilan, teknik penyusunan, bentuk, dan prosedur pembentukan yang benar. Produk hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut berpotensi tidak efektif dalam penerapannya atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Dalam proses tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Bintuni Nomor 7 Tahun 2024, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, melakukan telaahan produk hukum, memberikan bantuan hukum dan HAM, mempublikasikan, mendokumentasikan, serta menginformasikan produk hukum dan melaksanakan pembinaan perizinan. 
Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Bagian Hukum tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memastikan proses pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks Prolegda, peran tersebut mencakup fasilitasi dan koordinasi terhadap rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah. Hasil penelitian dalam Tugas Akhir Ronal Isir menunjukkan bahwa peran Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni dalam program legislasi diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi rancangan serta dikomunikasikan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintuni. 
Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi semakin penting karena pembentukan produk hukum daerah melibatkan lebih dari satu institusi. Pemerintah Daerah dan DPRD perlu membangun koordinasi sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Daerah. Dalam proses tersebut, Bagian Hukum dapat berfungsi sebagai unsur yang membantu memastikan kesesuaian materi rancangan dengan ketentuan hukum serta memberikan dukungan dalam aspek harmonisasi dan penyusunan produk hukum. 
Dalam praktik di Kabupaten Bintuni, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Sekretariat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah telah memperoleh capaian yang dinilai sangat baik. Bagian Hukum telah menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Namun, capaian tersebut belum berarti bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan. Masih terdapat berbagai isu strategis, antara lain belum seluruh peraturan pemerintah diturunkan ke dalam peraturan daerah atau kebijakan daerah, lemahnya koordinasi implementasi regulasi, serta belum optimalnya dukungan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. 
Persoalan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan penting dalam pelaksanaan fungsi Bagian Hukum. Tugas Akhir menunjukkan masih kurangnya tenaga hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni, khususnya pada Subbagian Perundang-Undangan. Keterbatasan tersebut dapat meningkatkan beban kerja dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara tugas staf Subbagian Perundang-Undangan dan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. 
Selain keterbatasan jumlah sumber daya manusia, persoalan lain berkaitan dengan kompetensi dan pengembangan profesionalitas. Hasil wawancara dalam Tugas Akhir menunjukkan belum tersedianya pelatihan yang terstruktur, masif, dan berkesinambungan bagi staf Subbagian Perundang-Undangan maupun perangkat daerah lainnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembentukan produk hukum daerah karena kemampuan aparatur dalam memahami asas, teknik, prosedur, dan harmonisasi peraturan merupakan bagian penting dari proses legislasi daerah. 
Persoalan berikutnya adalah keterbatasan tenaga ahli atau perancang peraturan perundang-undangan. Tugas Akhir mencatat bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni belum terdapat pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang secara optimal dapat mendukung pembentukan produk hukum daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena proses pembentukan peraturan membutuhkan kemampuan teknis dan keahlian khusus dalam perancangan serta harmonisasi peraturan. 
Biaya pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan juga menjadi persoalan tersendiri. Tugas Akhir mencatat bahwa tingginya biaya pendidikan dan kurangnya minat terhadap jabatan fungsional tersebut, antara lain karena kesulitan memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan, menjadi bagian dari hambatan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang legislasi. 
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan kapasitas pendukung legislasi yang tersedia. Di satu sisi, Bagian Hukum dituntut mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan produk hukum daerah secara tertib, terpadu, dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, keterbatasan personel, pelatihan, tenaga perancang, dan pembiayaan dapat memengaruhi kemampuan institusi dalam menjalankan tugas tersebut secara optimal.
Efektivitas peran Bagian Hukum juga perlu dilihat dari kemampuannya membangun koordinasi antarlembaga. Proses pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan naskah hukum, tetapi juga membutuhkan komunikasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Tugas Akhir menunjukkan bahwa koordinasi menjadi salah satu isu yang masih perlu diperkuat dalam implementasi regulasi di Kabupaten Bintuni. 
Dengan demikian, efektivitas peran Bagian Hukum tidak cukup diukur dari jumlah atau capaian produk hukum yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari kualitas proses legislasi, kesesuaian produk hukum dengan hierarki peraturan, kemampuan melakukan harmonisasi, koordinasi antarlembaga, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukungnya. Pembentukan produk hukum yang baik harus mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. 
Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan Program Legislasi Daerah pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prolegda yang disusun dan dilaksanakan secara baik dapat menjadi instrumen untuk memastikan pembentukan Peraturan Daerah berjalan berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah. Sebaliknya, kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan dapat menyebabkan rancangan yang telah diprioritaskan tidak seluruhnya dapat direalisasikan atau bahkan menghasilkan produk hukum yang memerlukan perubahan dan evaluasi lebih lanjut. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni, dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi fasilitasi dan koordinasi serta faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi peran tersebut. Fokus tersebut dikembangkan dari dua rumusan masalah Tugas Akhir, yaitu implementasi peran Sekretariat Daerah dalam Prolegda dan faktor penghambat Prolegda dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bintuni. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata pemerintahan dan legislasi daerah, khususnya mengenai peran perangkat daerah dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bintuni dalam memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat koordinasi, dan menyediakan dukungan yang diperlukan agar Program Legislasi Daerah dapat dilaksanakan secara efektif serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Program Legislasi Daerah (Prolegda), sekaligus melihat implementasinya dalam praktik di Kabupaten Bintuni. Penggunaan metode ini memungkinkan penelitian menghubungkan ketentuan normatif dengan kondisi faktual mengenai pelaksanaan peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam proses legislasi daerah. Tugas Akhir Ronal Isir secara eksplisit menggunakan metode normatif-empiris dengan data primer dan data sekunder.
Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris terhadap pelaksanaan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, Prolegda, serta pembentukan produk hukum daerah. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik, khususnya mengenai fungsi fasilitasi, koordinasi, harmonisasi, dan dukungan Bagian Hukum dalam proses legislasi daerah.
2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni. Pemilihan lokasi didasarkan pada kedudukan Bagian Hukum sebagai unsur yang memiliki peran dalam mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, melakukan telaahan produk hukum, serta mendukung pembentukan produk hukum daerah.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni. Salah satu sumber informasi dalam penelitian adalah Dr. George F. Wanma selaku Pengelola Informasi Hukum dan Penyuluh Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni yang memberikan keterangan mengenai kondisi sumber daya manusia, pelatihan, serta hambatan dalam pembentukan produk hukum daerah.
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan legislasi, pembentukan peraturan daerah, Prolegda, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pembentukan produk hukum daerah serta Program Legislasi Daerah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan peran Bagian Hukum, proses koordinasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Prolegda di Kabupaten Bintuni. Tugas Akhir menggunakan wawancara sebagai salah satu sumber data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
2.5 Teknik Analisis Data
Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara dan kondisi faktual yang ditemukan di Kabupaten Bintuni. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai implementasi peran Bagian Hukum dalam Prolegda serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembentukan Peraturan Daerah. Metode analisis ini sesuai dengan metodologi dalam Tugas Akhir yang menyatakan bahwa data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif berdasarkan data serta wawancara yang relevan.
2.6 Batas Penelitian
Penelitian dibatasi pada efektivitas peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni dalam Program Legislasi Daerah, khususnya dalam fungsi fasilitasi, koordinasi, dan dukungan terhadap pembentukan Peraturan Daerah. Pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Prolegda, terutama keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta persoalan dukungan terhadap Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektivitas Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni
Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah agar proses legislasi daerah dapat berjalan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan Prolegda tidak hanya bergantung pada DPRD dan kepala daerah sebagai unsur pembentuk peraturan daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan perangkat daerah yang memiliki fungsi di bidang hukum. Dalam konteks Kabupaten Bintuni, Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki posisi strategis dalam memberikan dukungan terhadap proses pembentukan produk hukum daerah. 
Berdasarkan Peraturan Kabupaten Bintuni Nomor 7 Tahun 2024, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, melakukan telaahan terhadap produk hukum, memberikan bantuan hukum dan HAM, serta melaksanakan publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Bagian Hukum mempunyai peran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah. 
Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah, Bagian Hukum berperan dalam mengoordinasikan perumusan produk hukum daerah, mengoordinasikan telaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif maupun legislatif. Bagian Hukum juga berperan dalam menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum, serta melakukan penelitian dan memberikan paraf terhadap produk hukum yang akan diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
Peran tersebut dilaksanakan dengan dukungan Subbagian Perundang-Undangan yang memiliki tugas menyiapkan data sebagai bahan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan penelaahan, serta mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan demikian, secara kelembagaan telah terdapat pembagian tugas yang mendukung proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari tahap persiapan, koordinasi, telaahan, hingga evaluasi. 
Dalam praktiknya, implementasi peran Bagian Hukum dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni diwujudkan terutama melalui fasilitasi dan koordinasi rancangan peraturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut dikomunikasikan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintuni sehingga proses pembentukan produk hukum melibatkan koordinasi antara unsur pemerintah daerah dan legislatif. 
Peran koordinatif tersebut menjadi penting karena pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan materi hukum, tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara kebijakan daerah, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum nasional. Bagian Hukum berfungsi membantu memastikan rancangan produk hukum daerah memiliki landasan dan prosedur yang sesuai sehingga dapat menghasilkan peraturan yang dapat diterapkan secara efektif.
Dari perspektif kualitas legislasi, setiap produk hukum daerah perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus memperhatikan kewenangan, keadilan, teknik penyusunan, bentuk, dan prosedur pembentukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Hukum telah menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum tersebut dan secara keseluruhan memperoleh capaian kinerja dengan predikat sangat baik. Berdasarkan parameter tersebut, pelaksanaan peran Sekretariat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah dinilai berhasil. 
Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan Bagian Hukum telah mampu menjalankan fungsi dasarnya dalam mendukung Program Legislasi Daerah. Fasilitasi penyusunan rancangan, koordinasi dengan pihak terkait, telaahan terhadap produk hukum, serta dukungan administratif dan teknis terhadap pembentukan peraturan merupakan bentuk konkret pelaksanaan peran tersebut. Dengan demikian, keberadaan Bagian Hukum memberikan kontribusi penting terhadap proses legislasi daerah di Kabupaten Bintuni.
Namun, efektivitas tersebut tidak dapat hanya dinilai dari predikat kinerja yang baik. Hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat persoalan dalam proses pembentukan produk hukum daerah, antara lain belum seluruh peraturan pemerintah diturunkan ke dalam peraturan daerah atau kebijakan daerah, lemahnya koordinasi dalam implementasi peraturan pemerintah, belum tersedianya petunjuk teknis untuk sejumlah aturan baru, serta belum optimalnya persentase pembentukan Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara capaian kinerja kelembagaan dan optimalisasi seluruh fungsi legislasi. Bagian Hukum telah menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan baik, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam mendukung proses perencanaan, harmonisasi, dan penyusunan regulasi daerah.
Salah satu persoalan yang secara langsung memengaruhi efektivitas tersebut adalah ketersediaan tenaga hukum dan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga hukum pada Sekretariat Daerah memengaruhi proses pembentukan hukum daerah, khususnya dalam proses harmonisasi karena belum terdapat tenaga ahli yang secara khusus melakukan telaah terhadap aspek tersebut. 
Selain kuantitas sumber daya manusia, kompetensi aparatur juga menjadi unsur penting. Belum adanya pelatihan yang terstruktur dan masif bagi staf Subbagian Perundang-Undangan maupun perangkat daerah lainnya berpotensi memengaruhi kualitas pembentukan produk hukum. Pelatihan diperlukan agar aparatur memahami praktik, prosedur, asas, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara konsisten. 
Efektivitas peran Bagian Hukum juga berkaitan dengan keberadaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Tugas Akhir menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni belum terdapat pengangkatan perancang peraturan perundang-undangan yang secara optimal dapat membantu proses pembentukan produk hukum daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian fungsi yang seharusnya dapat didukung oleh tenaga perancang masih beririsan dengan tugas struktural pada Bagian Hukum. 
Dengan demikian, efektivitas peran Bagian Hukum dapat dinilai dari dua sisi. Secara fungsional, peran Bagian Hukum telah berjalan dengan baik, terutama dalam fasilitasi, koordinasi, telaahan, dan dukungan terhadap penyusunan produk hukum daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja yang memperoleh predikat sangat baik. Namun, secara optimalisasi kelembagaan, peran tersebut masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia, tenaga perancang, kompetensi, dan koordinasi implementasi regulasi. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni telah berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan produk hukum daerah, tetapi belum sepenuhnya optimal. Penguatan peran Bagian Hukum diperlukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kompetensi dan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan, serta peningkatan koordinasi agar pembentukan produk hukum daerah dapat berlangsung secara lebih terencana, terpadu, dan konsisten. 
3.2 Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Peran Bagian Hukum dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni
Meskipun peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni dalam Program Legislasi Daerah telah berjalan dengan baik dan memperoleh capaian kinerja dengan predikat sangat baik, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, kompetensi aparatur, ketersediaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, serta dukungan pembiayaan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena kualitas sumber daya yang terlibat langsung dalam proses legislasi akan berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan pembentukan produk hukum daerah. 
Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni, khususnya pada Subbagian Perundang-Undangan, masih terbatas. Kondisi tersebut memengaruhi proses pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam proses harmonisasi peraturan, karena belum tersedia tenaga ahli yang secara khusus dapat melakukan telaahan terhadap aspek-aspek regulasi secara optimal. 
Keterbatasan jumlah personel juga berimplikasi terhadap beban kerja aparatur. Tugas Akhir menunjukkan adanya potensi tumpang tindih antara tugas staf Subbagian Perundang-Undangan dan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pembagian kerja dan pada akhirnya memengaruhi kecepatan maupun kualitas pelaksanaan tugas legislasi apabila tidak segera diatasi. 
Faktor kedua adalah belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Berdasarkan hasil wawancara, belum tersedia pelatihan yang terstruktur, berkesinambungan, dan masif bagi staf Subbagian Perundang-Undangan maupun perangkat daerah terkait. Padahal, pembentukan produk hukum membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai asas, teknik, prosedur, dan substansi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekurangan pelatihan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan. 
Pengembangan kompetensi menjadi semakin penting karena proses legislasi tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan melakukan analisis dan harmonisasi peraturan. Dalam konteks Kabupaten Bintuni, keterbatasan tenaga ahli untuk melakukan telaahan terhadap regulasi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas profesional aparatur merupakan kebutuhan yang nyata untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Prolegda. 
Faktor ketiga adalah belum optimalnya keberadaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Tugas Akhir mencatat bahwa belum terdapat pengangkatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang secara khusus dapat membantu pembentukan produk hukum daerah. Di sisi lain, pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perancangan masih beririsan dengan tugas-tugas struktural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan profesional dalam proses perancangan regulasi belum sepenuhnya tersedia. 
Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jabatan, tetapi juga dengan minat dan akses pengembangan karier pada jabatan fungsional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pendidikan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan relatif tinggi dan terdapat kurangnya minat karena adanya kesulitan memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan. Keadaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam membangun kapasitas tenaga perancang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintuni. 
Faktor keempat adalah keterbatasan dukungan pembiayaan. Pendidikan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga perancang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam Tugas Akhir, tingginya biaya pendidikan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai salah satu faktor penghambat. Keterbatasan pembiayaan tersebut pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses legislasi daerah. 
Faktor kelima adalah koordinasi dalam implementasi regulasi. Hasil penelitian mencatat bahwa masih terdapat kelemahan koordinasi dalam implementasi peraturan pemerintah, termasuk belum seluruh ketentuan pemerintah pusat diturunkan ke dalam peraturan daerah atau kebijakan daerah. Selain itu, belum tersedianya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap sejumlah aturan baru juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan Prolegda tidak hanya berasal dari internal Bagian Hukum, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme koordinasi antarperangkat daerah. Produk hukum daerah harus dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, koordinasi yang lemah dapat menyebabkan proses perencanaan, harmonisasi, pembahasan, dan penyelesaian rancangan peraturan berjalan kurang optimal.
Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pencapaian Program Legislasi Daerah. Meskipun kinerja Bagian Hukum secara umum telah dinilai sangat baik, masih terdapat persoalan berupa belum optimalnya persentase pembentukan Peraturan Daerah yang terselesaikan dan kurangnya tenaga legal drafter dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan regulasi. Dengan demikian, capaian kinerja yang baik perlu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar hasil legislasi dapat lebih konsisten dan berkelanjutan. 
Bila dilihat secara keseluruhan, hambatan tersebut saling berkaitan. Keterbatasan jumlah tenaga hukum meningkatkan beban kerja; kurangnya pelatihan membatasi penguatan kompetensi; belum optimalnya tenaga perancang mengurangi dukungan profesional dalam proses legislasi; keterbatasan biaya menghambat pengembangan kapasitas; sedangkan koordinasi yang belum optimal dapat memengaruhi penerjemahan kebijakan dan regulasi ke dalam produk hukum daerah.
Oleh karena itu, penguatan efektivitas peran Bagian Hukum dalam Prolegda Kabupaten Bintuni perlu diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, penguatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta penyediaan dukungan pembiayaan yang memadai. Tugas Akhir secara khusus merekomendasikan optimalisasi peningkatan sumber daya manusia dan dukungan biaya agar Program Legislasi Daerah dapat terlaksana dengan lebih baik. 
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hambatan utama efektivitas peran Bagian Hukum dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya peningkatan kompetensi, kurangnya tenaga perancang, tingginya biaya pendidikan jabatan fungsional, serta koordinasi implementasi regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Penyelesaian hambatan tersebut menjadi prasyarat penting agar peran Bagian Hukum yang telah berjalan baik dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Bintuni, dapat disimpulkan bahwa:
1. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni dalam Program Legislasi Daerah telah dilaksanakan dengan baik, terutama melalui fungsi fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah. Bagian Hukum juga melaksanakan fungsi koordinasi perumusan peraturan, telaahan dan evaluasi produk hukum, penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah, serta publikasi dan dokumentasi produk hukum. Hasil penelitian menunjukkan capaian kinerja dengan predikat sangat baik, sehingga secara fungsional peran tersebut dapat dinilai telah berjalan efektif. 
2. Efektivitas peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program Legislasi Daerah. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Bagian Hukum, khususnya Subbagian Perundang-Undangan, belum tersedianya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, belum optimalnya dukungan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, tingginya biaya pendidikan jabatan fungsional, serta masih lemahnya koordinasi dalam implementasi regulasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan penyelesaian pembentukan produk hukum daerah. 
Dengan demikian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintuni telah memiliki peran yang penting dan telah menjalankan fungsi legislasi daerah dengan capaian yang baik, tetapi penguatan kelembagaan masih diperlukan agar efektivitasnya semakin optimal. Penguatan tersebut terutama perlu dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, penyelenggaraan pelatihan secara terstruktur dan berkesinambungan, pengembangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyediaan dukungan pembiayaan, serta peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Legislasi Daerah.
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